
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA PALEMBANG 
 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
 

NOMOR 34 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PALEMBANG 
TAHUN 2020-2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PALEMBANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan 

ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal 
Kota Palembang Tahun 2020 - 2025; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah  Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

  
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4724); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  Atas 
Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6330); 
 
 
 

5. Peraturan………………. 
    

      SALINAN 



  5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang 
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di 
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah 
tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 218, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6418); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014           Nomor 221); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016              
Nomor 97); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 491 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210) ; 

  10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan 
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten / Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2013           Nomor 
93); 

  11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman 
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1196); 

  12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935); 

  13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 524; 

  14. 
 
 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palembang  
Tahun  2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2009  Nomor 5); 

  15. Peraturan  Daerah  Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun  2012 
– 2032  (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 
Nomor 15); 

 

   MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM 
PENANAMAN MODAL KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 - 2025 

   
 

BAB I..................... 
 

   



  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
             Pasal 1 

 
 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
 1. Kota adalah Kota Palembang. 
 2. Walikota adalah Walikota Palembang 
 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
 4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 

modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 
penanam modal asing untuk melakukan usaha di kota. 

 5. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan 
yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah Rencana Umum 
Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku 
sampai dengan tahun 2025. 

 6. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang yang 
selanjutnya disingkat RUPMK adalah Rencana Umum 
Penanaman Modal Kota Palembang yang berlaku sampai 
dengan tahun 2025. 

 7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

 8. Misi adalah rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan 
dalam mewujudkan visi. 

 9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai 
tujuan. 

 10. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan 
misi. 

   
Pasal 2 

 
  Maksud  dan tujuan ditetapkannya RUPMK adalah: 
 a. sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Kota, penanam 

modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman 
modal; 

 b. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPMK 
dengan RUPM Provinsi Sumatera Selatan; 

 c. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan 
pembangunan bidang penanaman modal dengan dokumen 
perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang wilayah; 

 d. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 
berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim 
penanaman modal yang menarik yang ditujukan untuk 
sebesar-besar kemakmuran masyarakat; 

 e. mendorong penanaman modal dalam peningkatan daya saing 
perekonomian; 

 f. melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat 
yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan 
penggantian yang layak, melalui musyawarah, dan 
kesepakatan; dan 

 g. mendorong terlaksananya peralihan teknologi, pengetahuan 
dan modal dari penanam modal. 
 
 
 

BAB II……………….. 
 

   



 BAB II 
RUANG LINGKUP DAN MASA BERLAKU 

 Bagian Kesatu 
 Ruang Lingkup 

 
 Pasal 3 

 

 RUPMK  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirumuskan dalam  
suatu dokumen  dengan ruang lingkup yang meliputi: 

 a. pendahuluan; 
 b. asas dan tujuan; 
 c. visi dan misi; 
 d. arah kebijakan penanaman modal yang meliputi: 
  1. perbaikan iklim penanaman modal Yang Kondusif; 
  2. mendorong Persebaran Penanaman Modal; 
  3. fokus Pengembangan  Penanaman Modal; 
  4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan; 
  5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 
  6. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman 

modal; 
  7. promosi dan kerjasama penanaman modal; dan 
  8. pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 
    
 e. peta panduan implementasi RUPMK yang meliputi: 
  1. pengembangan dan percepatan penanaman modal yang 

relative mudah dan cepat menghasilkan; 
  2. percepatan pembangunan infrastruktur dan energi; 
  3. pengembangan industri skala besar; dan 
  4. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. 

 
   Pasal 4 

 
 (1) Pelaksanaan lingkup implementasi penanaman modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terbagi kedalam 
tahapan dan kurun waktu pelaksanaan: 

  a. rencana pembangunan jangka pendek daerah; dan 
  b. rencana pembangunan jangka menengah daerah. 
 (2) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara: 
  a. bertahap; dan 
  b. simultan. 
 (3) Pelaksanaan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dilaksanakan secara periodesasi atau fase demi fase 
pada kurun waktu yang telah ditetapkan. 

 (4) Pelaksanaan secara simultan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dilakukan secara bersamaan dalam fase atau kurun 
waktu yang sama. 
 

  Pasal 5 
 

 Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 
 

Bagian………………….. 
 

  





LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR.   34 TAHUN 2020 , 
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 
KOTA PALEMBANG TAHUN 2020-2025 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik dan 

guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi 

yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang 

berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan 

dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. 

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka 

mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin 

kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya 

kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor 

yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini 

dimungkinkan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa 

"Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat 

memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada masyarakat dan/ atau 

investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan." 

Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan 

urusan. penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah 

Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam 

subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah menetapkan 

Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



















Penguatan UMKMK Dilakukan Berdasarkan 2 (dua) Strategi Besar 

Yaitu: 

1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang

berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala

yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil,

kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya

menjadi usaha berskala besar.

2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa

hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku

usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling

menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat

memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai

skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha 

lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama 

produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun 

berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling 

menguntungkan. Pola al::.a.nsi semacam inilah yang akan 

menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, 

menengah, koperasi dan usaha besar. 

9. Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu

keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan

atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar

perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

· Pola Umum Pemberian Kemudahan, dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan

eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif

diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau















Bonus demografi sering dikaitkan dengan suatu kesempatan yang 

hanya akan terjadi satu kali saja bagi semua penduduk Negara 

yakni the window of opportunity. Kesempatan yang ada berupa 

tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada 

perbandingan antara jumlah penduduk produktif dan non 

produktif. Terbukanya jendela kesempatan yang menyediakan 

kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas ini harus 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah bila ingin 

meningkatkan kesejahteraan penduduknya, termasuk menciptakan 

SDM yang berkualitas. 

Pemerintah Kota Palembang: selaras dengan kebijakan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan, menyiapkan beberapa kebijakan 

pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka memanfaatkan bonus demografi tersebut 

antara lain: 

1) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;

2) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang

bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana

pendidikan baku;

3) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan

tenaga kerja dan pemagangan (apprenticeship);

4) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan

tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja;

5) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

melalui perluasan pusat layanan;

6) Peningkatan prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan;

7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;

8) Revitalisasi pendidikan, kepelatihan, keahlian dan

keterampilan untuk secara mandiri berpartisipsi dalam

membangun dan mengembangkan usaha ekonomi produktif;

9) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk

memberikan program- pdatihan dan peningkatan keterampilan

dan keahlian bagi tenaga kerja local;
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LAMPIRAN II 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA UMU:M PENANAMAN MODAL KOTA 

PALEMBANG 'tAHUN 2020-2025 

PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2025 

FOKUS 

PENGEMBANGAN 

PENANAMAN MODAL 

a.- BIDANG 

PANGAN 

b. BIDANG

INFRASTRUKTUR

JANGKA PENDEK 

2020- 2021 

1) Identi.fikasi kegiatan sektor pertanian
(tanaman pangan) dan petemakan serta
wilayah pesebarannya;

2) Memberikan kemudahan (penyediaan 
sarana-prasarana) pada sektor pangan; 

3) Pengembangan kegiatan bidang pangan
yang telah

1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas 
infrastruktur yang saat ini sudah tersedia; 

2) Percepatan pembangunan infrastruktur
· strategis yang diharapkan sebagai

penggerak utama (prime mover);

3) Pengembangan infrastruktur barn dan

JANGKA MENENGAH 

2020- 2025 

1) _Pemberian kemudahan dan insentif untuk
kegiatan usaha bidang pangan bersifat
intensifikasi yang memiliki keterkaitan
besar kedepan (fmward lingkage) dan
kebelakang· (backward lingkage;

2) Peningkatan koordinasi antar 
lembaga/instansi untuk menjamin 
ke berlangsungan usaha bidang pangan; 

3) Peningkatan pemanfaatan (intensifikasi, dan
ekstensifikasi) luasan · lahan untuk
peningkatan pertumbuhan kawasan usaha
bidang pangan yang baru.

1) Percepatan pemerataan pembangunan
infrastruktur terutama pada daerah yang
sedang berkembang dan belum
berkembang;

2) Percepatan pemenuhan kebutuhan 
infrastruktur melalui mekanisme skema 
Keriasama Pemerintah Swasta (SKP) atau 



II 

c. BIDANG
ENERGI

a. BIDANG
PERDAGANGAN

b, BIDANG 
INDUSTRI 

perluasan layanan infrastruktUF sesuai 
strategi perringkatan. potensi ekonomii 

ij Identifikasi1 kegiatan sektor energi 
termasuk permasalahan dan hambatan 
yang terjadi pada penamanan modal bidang 
energi;-

1) Identifikasi• jerus-Jenis kegiatan
perdagangan unggulan di kota Palembang
beserta pemasaran produk serta wilayah
pesebarannya;

2) Memberikan kemudahan (penyediaan
sarana-prasarana) dan insentif pada sektor
perdagangan.

3) Pengembangan kegiatan perdagangan
terutama koperasi, usaha kecil dan dan 
menengah agar dapat meningkatkan 
pemasaran dan omset serta yang bersifat 
intensifikasi yang memiliki keterkaitan 
besar kedepan (fmward lingkage) dan 
ke belakang (backward lingkage). 

1) Identifikasi jenis kegiatan industri yang ada
di kota Palembang, jenis produk,
permasalan yang ada dan serta wilayah
pese barannya.

non KPS Pengembangan infrastruktur barn 
dan perluasan layanan infrastruktur sesuai 
strategi peningkatan potensi ekonomi. 

1) Percepatan pembangunan pengembangan
usaha bidang.energi baru;

2) Pengembangs,m kawasan-kawasan yang
mP.miJiki bahan baku yang dapat dijadikan
sebagai daerah penghasil sumber energi 
seperti Tempat pengolahan Akhir (TPA) 
Sampah. 

1) Pengembangs,m pusat-pusat perdagangan
barn untuk pemerataan persebaran
khususnya .daerah-daerah yang menjadi
kawasan stategis perdagangan;

2) Peningkat.an koordinasi antar 
lembaga/instansi untuk menjamin 
kepastian berusaha melalui peraturan 
perundangan yang jelas dan konsisten; 

3) Pengembangan kegiatan perdagangan 
dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi; 

4) Meningkatk:an pelaksanaan persaingan
usaha yang sehat melalui pengawasan dan
kerjasama lembaga pengawas persaingan
usaha.

1) Percepatan pembangunan infrastruktur
terutama pada lokasi yang di arahkan
sebagai tempat pengembangan industri.
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·

LAMPIRAN UI 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA 
·PALEMBANG ·'i'AHUN 2020-2025

RENCANA FASILITASI REAil,ISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN 

KOTA PALEMBANG 

NAMAPROYEK KONDISI SAAT INI MASALAH POKOK LANGKAH-Lfu�GKAH 
PEMECAHAN MASALAH 

a. Jenis Proyek : a. Talah memili.ki Izin a. Terdapat perbedaan a. Melakukan pendampingan
Pembangunan Hotel (Ibis

Mendirikan Bangunan. antara perizinan yang di agar .rilerevisi perizinan Hotel)

b. Lokasi : JI. Letko! Iskandar b. Sampai saat ini buat dengan fisik sesuai dengan fisik 
Palembang pembangunan belum bangunan yang di bangunan dengan tidak 

c. Status : PMDN selesai. bangun. menyalahi peraturan yang 
d. Nilai Investasi: -

< 

c. Pengerjaan bangunan ada. 
e. Bidang Usaha: Penyedia

Akomodasi (Hotel Bintang) telah di hentikan. 

f. Produksi:

g. Lahan: 1.423 M2

h. Tenaga Kerja : -

i. Rencana Produksi Komersil :
2018-2019

j. Kontak Poin :

WALIKOTA PALEMBANG, 

HARNOJOYO 
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